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ABSTRAK 

 

Sopian Nata Wiharja. 201610115298. Konsekuensi Yuridis Pelanggaran Nota Pemeriksaan 

Dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Yang Sudah Dilegalisai Putusan 

Pengadilan 

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan 

peraturanperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan olehPegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan. Bila ada pelanggaran norma ketenagakerjaan Pasal 59, Pasal 65, 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  yang dilakukan 

oleh Pengusaha, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaanmemeriksa dan mengeluarkan 

produk hukumnya yaitu nota pemeriksaan/nota penetapan.Sayangnya nota pemeriksaan/nota 

penetapan tersebut tidak dijalankan oleh Pengusaha, atas kondisi tersebut maka beberapa 

Serikat Pekerja dan Pekerja melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal-

pasal tersebut. Salah satu isi putusan Mahkamah Konstitusi yaitu nota pemeriksaan/nota 

penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan agar di sahkan di Pengadilan Negeri, setelah di 

sahkan Pengusaha masih saja tidak menjalankannya dengan suka rela. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisisbagaimana Konsekuensi 

Yuridis Pelanggaran Terhadap Nota Pemeriksaan Dan Nota Penetapan Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014.Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif.  

Pengusaha yang tidak menjalankan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan  

setelah dilakukan pengesahan di Pengadilan Negeri hanya dilakukan panggilan dinas saja oleh 

Pengawas. Namun perbuatan Pengusaha tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

melawan hukum 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

Kata kunci: konsekuensi yuridis, nota pengawas, putusan mahkamah konstitusi. 
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ABSTRACT 

Sopian Nata Wiharja. 201610115298.Juridical Consequences of Violation of Note and 

Determination of Employee of Labor Inspector that Has Been Legalized by Court Decision 

Labor inspection is the activity of supervising and enforcing the implementation of laws and 

regulations in the field of employment carried out by Employees of Labor Inspectors. If there 

is a violation of labor norms Article 59, Article 65, Article 66 of Law Number 13 Year 2003 

concerning Manpower carried out by the Employer, the Employee Inspector Checks and issues 

his legal product, namely a memorandum of inspection / stipulation note. Unfortunately the 

memorandum of examination / stipulation note was not carried out by the Employer, due to 

these conditions several Trade Unions and Workers conducted a material test to the 

Constitutional Court regarding the Articles. One of the contents of the Constitutional Court's 

ruling is a memorandum of examination / memorandum of determination of Employee 

Inspector for Employees to be ratified in the District Court, but after being ratified Employers 

still do not carry out voluntarily. 

The purpose of this research is to find out, study and analyze how Juridical Consequences of 

Violation of the Inspection Note and Determination Note on Employees of Labor Inspectors in 

the Decision of the Constitutional Court Number 7 / PUU-XII / 2014. This study uses normative 

juridical methods. 

Entrepreneurs who do not carry out a memorandum of inspection of the Labor Inspector 

Employee after being ratified in the District Court are only subject to an official summons by 

the Supervisor. However, the businessman's actions can be categorized as acts against the law 

216 of the Criminal Code. 

 

Keywords:juridical consequences, supervisory note, constitutional court ruling. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 

lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 

Q.S Asy-Syarh (6-8) 

 

 

Konsekuensi yuridis.., Sopian Nata Wiharja, Fakultas Hukum 2020




